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DASAR HUKUM MODERNISASI PENGADAAN

O Pasal 1 butir 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Unit Kerja Pengadaan Barang,Jasa yang selanjuinya disingkat UKPB]
adalah unit kerja di Kementerian/ embaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

O Pasal 1 butir 12-13 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018:

s

Vs

UKPB] adalah unit kerja di
Kement: rlan,f‘Limbagalremerlnia Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

UKPB] sebagai pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa adalah_unit kerja yang memiliki karakter
strateqgis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif
dall_'ll_ mampu n'll(%-lakukaél perbaikan berkelanjutan
se mgﬁa merupakan pendorong dalam penciptaan nilai
tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan
barangfjasa di Indonesia.




TUJUAN KEBERLANJUTAN
PROGRAM MODERNISAS| PENGADAAN

v' Menyusun rencana program pembentukan
UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan
IEOL ],

v'Meningkatkan kapabilitas organisasi  dan
individu UKPBJ dengan program mentoring dan
pelatihan.

v'"Memantau capaian keberhasilan bagi 44 UKPBJ
menuju CoE melalui aktivitas monitoring dan
evaluasi yang dilaporkan secara periodik.




Peraturan Presiden

PERPRES

54/2018

TENTAMNG STRATEG] NASIOMNAL
PENCEGAHAN KORUPSI

TENTAMNG STRATEGI NASIOMNAL
PENCEGAHAN DAN PEM BERANTASAN
KOBUPS] JANGEA MENENGAH 2012 —

2014 DAN JANGKA PANIANG 20122025



11 AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

PERIZINAN

DAN TATA NIAGA

1) Peningkatan Pelayanan dan
<" Kepatuhan Perizinan dan
Penanaman Modal Y

2) Perbaikan Tata Kelola Data dan
kepatuhan S ektor Ekstraktif,
Eehutanan, dan Perkebunan

J

Utilisasi Homor Induk

kependudukan untuk Perbaikan
Tata Kelola Pemberian Bantuan
Sosial dan Subsidi D)

4) Inteorasi dan Sinkronisasi Data
Impor Pangan Strategis >

5). Penerapan Manajemen Anti
= Swvap diPemerintah dan Sektor
Swasta

KEUANGAN NEGARA

Integrasisistem Perencanaan

dan Pencanccaran Berbasis
Elektronik

b

D Peningkatan profesionalitas

dan modernisasi Pengadaan
Barang dan Jasa

o

2

Optimalisasi Pen erimaan
Mecara dari Penerimaan
P ajak dan Mon-Pajak

PENEGAKAN HUKUM DAN

REFORMASI BIRKORASI

q Y Penguatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

-l

;11 Implementasi Grand Desion
Strateg Pengawrasan
kenanzgan Desa )

11 ¥ Perbaikan Tata Kelola Sistem
Peradilan Pidana Terpadu D

) Aksi di KL sebagai PJ

') Aksi di Daerah sebagai
PJ



Amanat Perpres 16 Tahun 2018
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Frokoa|
e =ity S s S mbar da wyratlel Do akn o ek jr v
gL PR Y L e ]

Perlyphan Frrhol gmaion

e i Lrar ks ratE) rr me Rl s LS L Ol el A0 mdeen vkl

Amanat Perpres 16 Tahun 2018: o e R e
Kebijakan PBJ dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengadaan

Melaksanakan PRJ Fenggunaan

Yang Lebib begas Mengembanghan Teknologi Informasi e
Tramyparan, Terbuks E-marketplace B Tranzak=i Pengadaan Dan loe-iain

i : Berkelanjutan
& Efektid Elektronik

Melaksanakan

Prioritas pemenuhan amanat Perpres tahap awal dan mendukung STRANAS KPK:

Pemgembangan
. . Pengelolaan Risiko
Komperensi
Manajerial

Mukum
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Karakter CoE - SKOPPer

Strategis
Menjadikan peran fungsi penszdaan vang STRATEGIS sehingsa
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Kolaboratif

Membanzun KOLABDRASI dan sinergi di anzarz pemangka
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Membangun budaya Jungsi pengadaan berbasis KINERJA
malalui 4 area indikator <inerja (mufu, waktu, biaya dan tingkat
lavanan) yang didasarkan pada data dzn dokumentasi yang dapat
dinertanggnngjawabkan

Proaktif
Menjalar aktifitas pengadaan vang fokus pada layanan pelanszgan
(intzrnal dan eksternal) dengan memperkuat fungsi persncanaan
dzn pengelolaar. risiko pengadaan
@ Perbaikan Eerl:elanjutan
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Kriteria Sukses - Area Pengembangan UKPBJ

Training Perlindungan
Manajerial Hukum

Fungsi * Penuh waktu * SOP Pemilihan, + Modul Perencanaan
pengelolaan sesuai analisis Pengadaan manajemen mitigasi risiko
pengadaan formasi eCatalog, kinerja HUKUM dalam
Fungsi Layanan  * Pemenuhan Perencanaan . 10 Modul fungsi

Pengadaan Jabfung Pengadaan, pengadaan

Secara Pengelolaan Training .
Elektronik * Renca LPSE Manajerial Standar Etika

pengembangan lainnya Pengadaan

Fungsi SDM Perencanaan
Pembinaan dan Kinerja &

Advokasi Pengendalian
Kinerja PBJ

$ ¥ ¥ 9 @

Pengelolaan Program Modernisasi Pengadaan

Perencanaan Menuju Pusat Unggulan (CoE) Pelaporan dan Pengendalian Progres CoE
Peta Jalan, Rencana Aksi, Anggaran Update ke Pimpinan dan LKPP
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IF YOU FAILTO PLAN,

YOU ARE PLANNING

TOFAIL

,. I BENJAMIN FRANKLIN

Perencanaan Proyek

Sebagai panduan dalam melaksanakan
proyek, maka dokumen perencanaan
minimal memberikan informasi
mengenal

| 1 Tujuan

| 2.
| 3.

Ruang lingkup

Jadwal pelaksanaan Rionicaie X
. Pelaksana (PIC)

I 5. Anggaran




AGENDA KEGIATAN

Kunjungan Mentoring UKPBJ Pada Program Modernisasi Pengadaan

Hari I:

WAKTU KEGIATAN . PELAKSANA
08,00 - 09,15 Arahan dan Pembukaan Kegiatan ' Kepala UKPBJ
Mentoring Praogram Modernisasi
Pemngadaan
09.15 - 10,30 Pertemuan dengan Pimpinan Samua paserla

Kementerian/Lembaga/Femerintah

Daarah untuk mendapatkan dukungan dan

komitmen

10.30 -12.00 | Permbentukan Tim Pengembangan Sernua peserla
) Kelembagaan UKFEB.

12.00 - 13.00 | SHOMA

13.00 - 16.00 Diskusi dan Implameantasi aklivitas pada Mentor dan

Rencana Aksi: PIC/Penanggungjawab
1, Kelembagaan Kegiatan
2. Sumber Daya Manusia .

16.00 - 16.30 Kesimpulan Mentoring Hari 1 Mantor dan Kepala

UKIPEJ
Hari Il:

08.00 -12.00 Diskusi dan Implementasi aktivitas Mentor dan
pada Rencana Aksi: PIC/Penanggungjawab
1, Tata Kelola Kagiatan

o _ 2, P'_ar‘g-:.:_rag_:;han Risika Hukum
12.00 -13.00 ISHOMA

13.00 - 15,00 Pelatihan Keahlian Manajerial: PMM Mentor dan
FIC/Penanggungjawab
Kegiatan
15.00 - 16.00 Diskusi dan Update Peta Jalan menuju Mentor dan
Pusat Keunggulan Pengadaan (CoE) PIC/Penanggungjawab
| Kegiatan
16.00 - 16.30 kesimpulan dan Penutupan Mentoring Mentor dan Kepala

UKIPBJ




Kriteria Sukses Area Pengembangan

Kelembagaan

* Organisasi dan
tusi sesuai
amanat Perpres




UKPBJ

Menter/Kepala Lembaga/Kepala| ST VEYREL (NI
Daerah membentuk UKPBJ yang I Pengelolaan PBJ

IS Sapnystengyaen 2. Pengelolaan LPSE

LU ELLe SUE RO RN 3 Pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ
& SLLLIUN Y Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

UKPBJ adalah unit kerja di 9. Pelaksanaan tugas lain.
K/L/Pemda yang menjadi

pusat keungguLig ;P;ﬁr (¢ 1-Disetiap KILIPemda dbentuk satu UKPBJ.
2. UKPBJ melaksanakan tugas dan fungsi untuk seluruh lingkungan K/IL/Pemda ybs.
UKPBJ berbentuk struktural 3. KIL yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk UPT-
: : PBJ yang merupakan unit kerja struktural di bawah UKFB..
dan ditetapkan sesuai dengan JAYIINTY |
De fEl’[ll.::]'ElI'l per-UU-an : 4 PTN dapat membentuk UKPBJ mandiri yang dalam pelaksanaan PBJ-nya
Pasal 75 Ayat (3) berkoordinasi dengan UKPBJ Kementerian terkait

Pasal 75 Ayat (

Pz, 08 10 Perl KPP 1472018

UKPBJ dapat menjadi Agen
Pengadaan




KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PBJP

1 Menjadi lembaga yang mandiri, permanen
dan struktural

Sebagian besar atau seluruh anggota kelompok
2 kerja telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional
PPBJ dan/atau memiliki kompetensi PB)

Perluasan peran ; tidak saja terbatas sebagai
penyelenggara proses pemilihan penyedia,
namun mampu menjadi pembina stakeholder

dan sebagai pusat informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah

4 Memiliki anggaran yang memadai




STRUKTUR ORGANISASI UKPBJ

KEPALA
BADAN/PUSAT/BIRO/
BAGIAN PBJ

BAGIAN PENGELOLAAN BAGIAN BAGIAN PEMBINAAN
SISTEM INFORMASI PBJ PELAKSANAAN & PENDAMPINGAN

Admin PPE PENGADAAN PBJ

— S
min Agency iebionirtoll
Advokasi/Training M | 3

o)
Pengelola data & | Monev & Bang
 pelaporan




SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 74 Perpres No. 16/2018

 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

« SDM PBJ memiliki kompetensi di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.

» SDM PBJ berkedudukan di UKPBJ, atas dasar
pertimbangan besaran beban pekerjaan atau
rentang kendali organisasi yang bertindak sebagai
PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat
berkedudukan di luar UKPBJ.



SUMBER DAYA MANUSIA

v Pasal 1 butir 8 Perpres 16/18: Pengelcla Pengadaan
Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tuglas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

S aE ang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan
arang/Jasa.

v Pasal 88 huruf a Perpres 16/18: Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020

v Pasal 13 Permenpan RB 42/2018: Pengangkatan PN5
dalam ELEE) Fungsional melalui

nyesuaian/Inpassi dilaksanakan sampai dengan 6
Egn 2021 £ ' E -

v Pasal 30 ayat (3) Permenpan 77/2012: formasi jabatan
fungsional pengelola pengadaan di lingkungan rovinsi
setiap 1 (satu) ULP pallrg kurang 40 (empat puluh)
orang dan paling banyak 60 {enam puluh) orang



Kriteria Sukses Area Pengembangan

Tata Kelola

* SOP utama

* Pengelolaan
Kinerja




Integrasi Proses Bisnis PBJ
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PENGELOLAAN KINERJA

Perlunya Pengelolaan Kinerja PBJ

KESELARASANM

antara PBJ dan Strategi Organisasi ORIENTASI dalam Bekerja

= Menyelaraskan strategl organisasi dengan Mendorong pergeseran paradigma menuju PBI
kegiatan operasional yang berorientasi pelanggan

Mengidentifikasi faktor-taktor yang Membantu mengembangkan hubungan yang
menyebabkan timbulnya masalah terkait kinerja lebih baik dengan pelanggan, penyedia dan
kegiatan operasional fungsi-fungsi lain dalam organisasi

Membuat pricoritas dalam penyelesaian dan Mengidentifikasi prestasi kerja para pihak dalam
mencar solusi permasalaban yang muncul PBI sebagai panduan pemberian penghargaan

Memberikan motivasi kepada para pihak dalam
PBJ agar berprestasi di atas rata-rata

Evaluasi dan peningkatan kinerja harus bersifat rutin dan kontinyu
Apa yang menjadi fokus, biasanya akan menjadi lebih baik

IMPROVEMENT




Fokus Penerapan Pengelolaan Kinerja dalam
Modernisasi Pengadaan 2018

Rencana Aksi 2018

Rencana Aksi 2019 o—

* Pembentukan tim pengelolaan kinerja

= Penentuan area strategis, berdasarkan paket
strategis K/L/PD, paket dengan nilai tertentu, dll

* Penentuan 4 indikator kinerja standar:
1. Waktu: Proses pengadaan selesai tepat waktu
2. Biaya: Perbandingan antara HPS dan Kontrak
3. Kualitas: Partisipasi penyedia barang/jasa
|

Tingkat Layanan: Kepuasan pelanggan
internal

* Penyusunan atribut indikator kinerja

* Pengumpulan dan pengolahan data kinerja 2-3
tahun terakhir

* |dentifikasi permasalahan awal atas capaian
kinerja

= Laporan kinerja dan rencana aksi pada pimpinan

Pembentukan tim tim pengelolaan kinerja

Penentuan obyektif organisasi dan obyektif PBJ
2019

Penentuan indikator kinerja di 4 area outcome
Pemyusunan atribut indikator kinerja

Pengumpulan dan pengolahan data baseline
(data kinerja) 2-3 tahun sebelumnya untuk setiap
indikator kinerja

Penentuan target kinerja 2019

Penyusunan rencana aksi untuk pencapaian
target kinerja

Penyusunan S0P pengelolaan kinerja
Sosialisasi penerapan pengelolaan kinerja PBJ

Monitoring dan evaluasi kinerja serta rencana
perbaikan




CBT - MANAJEMEN KINERJA

Tujuan Pelatihan Manajerial Kepada Profesional Pengadaan

Pelatihan managerial berfokus pada peningkatan pengetahuan,
ketrampilan dan kemampuan untuk mendukung UKPBJ dalam
mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam konteks fungsi
pengadaan dalam rangka pencapaian tiga objektif utama:

Tegpuan [ Membangun UKPB[ sebagar Pusar Unggrulan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Membangun fungsi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis kinerja

Melekatkan pendekatan yang berkestnambungan dalam program penpembangan
LKPB].




Pelatihan Keahlian Manajerial untuk Akselerasi Program
a8e .

Mentoring PENGADAAN Pelatihan

12 MODUL PELATIHAN KEAHLIAN MANAJERIAL

INISIAS] PROYEE MEMPERELIAT PROSES IMPLEMENTASI BERKELAMNIUTAN

= Manajemen Program = Manajemen Kinerja Lanjutan = Manajeman Pengetabuan

= Manajemen Kinerja Dasar = Hubungan Pelanggan / Manajemen Pemangiu = Kepemirnpinan dan Manajemen Perubahan bahir
Kepentingan Lanjutan

= Kepemimpinan dan Manajemen Parubahan Dasar

= Hubungan Pelanpgan / Manajemen Permangiu * Mansjaman Risko

Kepentimgan Lasar = Manajemen Pengadaan Dasar

= Manajemen Pengadaan Lanjutan

= Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan Lanjutan

VIA:
In class training CBT - eLearning Pusat Pengetahuan Pengadaan Pemerintah Indonesia
pke.lkpp.go.id B s—
——
B — [ —]
Pusat Pelatuhan o) | cht Jkpp.go.id 0k
'I‘ # L]

== e —

Pemerintah




PERLINDUNGAN HUKUM

» Pasal 84
ayat (1) :

Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku
Pengadaan Barang/ Jasa dalam menghadapi
permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa

ayat (2) :
Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sejak proses penvyelidikan hingga tahap
putusan pengadilan



Berisiko Hukum, PPK Kota
Mojokerto Mengundurkan Diri

MOJOKERTO, FaktualNews.co - Akibat
terbebani pekerjaan yang tedampau berat
Apalagl, pekerjasn mereka berurusan dengan
aparat hukum, Pejabat pembuat komitmen (PPE)
allas pamimpin proyek (pirnpra) di ingkup
Pemerintah Kota {Pemkot) Mojokerto, [awa Timiur
ramal-ramal mengajuikcan pengunduran diri dar
Jabatannya
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ANTARA News Jawa Timur

Terkizd Jawa Timmui

PASANG

11 Anggota ULP Trenggalek
Mengundurkan Diri

Irenggalek LAntara Jatimo - Sebanyak 11
anggota Unit Layanan Pengadaan di
bawah bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
lawa Timur, mengundurkan dirl, Aks
mundur ramai-ramai petugas bagian
lelang proyvek fisik dan pengadaan barang
di lingkup Pembkab Trenggalek itu,
lerungkap ke publik setedah Kormis [l
DPRD setempat memanggil sejumlah
pejabat terkait untuk mengklariikasi




RISIKO YANG DIHADAPI PENGELOLA PB)

Pemangglan, PRI dilaksanakan
Pimpinan K/L/OA, 'a”'""i""""r! Pengelola pemeriksaan dalamlingkungan
APIP PRI yang tidak nyaman,
tidak aman, dalam
tekanan sehingga
Imeeshigasi, I'nE“I'II.Ir'I.II'IhZﬂI'I
j .
konfirmasi ¢ Kepolisian kugntitas dan
Tekanan publik *  Kejaksaan kualitas hasil P8)
Media/LsM/Ormas

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pengamatan dan
pengalaman langsung, individu atau kelompok masyarakat
mélaporkan tentang proses pelaksanaan pengadaan yang asanya
langsung menujuk ke personil tertentu

Intirya adalah

Ada pihak yang karena berbagai alasan melaporkan atau
mengadukan ketidakpuasan/ kecurigaannya terhadap proses PRI




PERLINDUNGAN HUKUM

Dibangun berdasarkan fakta-fakta nsiko hukum dalam proses
pelaksanaan pbj

Dibangun dengan menggunakan referensi hukum yang berlaku
dan pembelajaran di bidang profesi/pekerjaan lain yang rentan
terhadap nsiko non fisik

« L 302014 tentang administrasi pemerintahan

« LLS/2014 tentang aparatur sipil negara [ASN]

+ Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Fermendagri 1272014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan
kementerian dalam negeri dan pemerintah dasfah

Pendekatan : menitik beratkan pada pendekatan preventif dan
Hkla{lumh.)':lrus maka menggunakan tindakan represif (bantuan
u

Dibangun menjadi sebuah sistem dengan unsur-unsur yang saling
mendukung satu sama lain dan dengan fungsi yang berbeda pada
tingkatan yang berbeda:

« |[ndividu

+ Jrganisasi

+ Lingkungan




SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM

SUATUSISTEM YANG MEMBERI JAMINAN PERLINDUNGAN
ATAS RISIKO DALAM PELAKSANAAN WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB DI BIDANG PBJ

TUJUAN :

« TERBANGUNNYA SISTEM PENGADAAN YANG SEJALAN
DENGAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU

« MEMBERI JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RESIKO PEKERJAAN
YANG DIEMBAN PENGELOLA PENGADAAN

« MEMBER| JAMINAN DITEGAKKANNYA HUKUM SESUAI DENGAN
PERATURAN YANG BERLAKU

« MENCIPATKAN  LINGKUNGAN YANG NYAMAN DALAM
PELAKSANAAN PEKERJAAN DENMGAN ADANYA HARMONISASI
ANTAR 5TAKEHOLDER PBJ DENGAN MENGEDEPANKAN
KEPENTINGAN BERSAMA




KOMPONEN PERLINDUNGAN HUKUM

Individu :
Pengelola PBJ sudah memenuhi syarat yvang diminta aleh peraturan [ domain SDM|
» Pengelola PEJ vang mumpuni [ahli dan berpengalaman) - jabfung PPEJ [area SDM|
Pengelola PBJ wang taat hukum dan prosedur [SOP]: [area S0

Organsasi :

 Ada unit [di UKPEJ atau di luar UKPE.J] yan% ditugasi untuk menyusun, membantu, memonitoring dan
mengevaluasi sistem perlindungan hukum [area kelembagaan)

. F'engayaan S0P tata kelolawang antisipatif terhadap celah hukum dan wang selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan
!Eerin I-? afld:.laerah dan dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola perigadaan dan stakeholder pengadaan [area
ata kelola

Membangun sistem dan mekanisme arsiparivang baik [area tata kelola)
Lingkungan



KODE ETIK

PASAL 25 PERATURAN LKPP 14/18:

v KODE ETIK DITETAPKAN OLEH MENTERI/KEPALA
LEMBAGA/KEPALA DAERAH

v KODE ETIK BERISI KETENTUAN TENTANG
KEWAJIBAN, LARANGAN, PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN KODE ETIK, DAN PROSEDUR
PENEGAKAN KODE ETIK

v KETUA MAJELIS DARI INSPEKTORAT JENDERAL /
INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT
BERKEDUDUKAN DI INSPEKTORAT JENDERAL /
INSPEKTORAT DAERAH, ANGGOTA DARI UNSUR
INSPEKTORAT  JENDERAL /  INSPEKTORAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, HUKUM




KODE ETIK

Latar Belakang

Eaode etik juga merupakan komplemen dari sistem hukum agar para individu mempertimbangkan dampak moral dari
setiap keputusannys

Setiap profesi dan organisasi sebaiknya memiliki kode etik. Kode Etik PBJ ini perlu disusun karena kekhususan PBJ
secara profesi maupun organisasl, dan tdak cukup lagl [fka hamya menggunakan kode etik ASN

Perilaku individu akan menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam PBI, profesi pelaksana PRI dan organisasi UEPBI

Profesionalitas Personil Pengelola PBI menjadi kebih lengkap, tidak hamya karena keahlan dan kompetensi, tetapi juga
memiliki moralitas

Eode etik menupakan aturan teriulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada
dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang

Sl il ol II IEIL:-I ikl |r|.=|| LU |:I CHTIFTRAN '\-\.i.'rl'ul.':' i ||r|||.=|| IR TIYIET I|_I|I-'!t: IJ-I il hl 1 II ! l_'rlh

Kode etik bersifat self control, sehingga substansinya harus dapat diterima oleh individu profesional dalam organisasi,
dan haris disusun sendiri dan bersama (tidak top down, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuban sendiri

Pihak yang digtur dalam kode etik ini adalah : (1) PAJEPA, (2] PPE, (3] Pejabat Pengadaan, (4] Pokja, (5) Persondl UKPE]
lainmyga damn (6) PPHP

Kode etik juga menjadi instrumen kontrol yang dapat dithat oleh pahak lain dan kemudian memberikan keyakinan kepada
miasyarakat tentang nilai moral yang digunakan dalam PBI sehingga percaya terhadap hasil kerjamya

Eode etik juga dapat digunakan untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika
dalam keanggotaan profesi

Kode etik juga dapat menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang
dilakukan Personil PRI Sidang kode etik dapat dijadikan sebagal pemeriksaan yang mendabhulul sebelum proses
penegakan hukum lzinmya (jika ada indikasi pelanggaran di luar kode etik)




PENYUSUNAN DOKUMEN TERKAIT DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ( SOP )

PENGARSIPAN DOKUMEN
PENGADUAN MASYARAKAT
PEMBERITAAN MEDIA
PEMANGGILAN APH
BANTUAN HUKUM

« SOP PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

v PASAL 77 PERPRES 16/18: PENGADUAN OLEH
MASYARAKAT KEPADA APIP

v PASAL 84 PERPRES 16/18: PELAYANAN HUKUM BAGI
PELAKU PBJ DIBERIKAN SEJAK PROSES PENYELIDIKAN
HINGGA TAHAP PUTUSAN PENGADILAN

« Mol DENGAN APH




SUMBER DAYA MANUSIA

* Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP Pasal 74 :

» Ayat (3) sumber daya manusia PBJ berkedudukan di
UKPB J.

*Ayat (4) sumber daya manusia PBJ vang bertindak
sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat
berkedudukan di luar UKPBJ.

» Pasal 88 huruf a : Pokja Pemilihan wajib dijabat
oleh Pengeloa PBJ paling lambat 31 Desember
2020.




SUMBER DAYA MANUSIA

* Perpres No. 16/2018 Tentang PBJP Pasal 74 :

» Ayat (3) sumber daya manusia PBJ berkedudukan di
UKPB J.

*Ayat (4) sumber daya manusia PBJ vang bertindak
sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat
berkedudukan di luar UKPBJ.

» Pasal 88 huruf a : Pokja Pemilihan wajib dijabat
oleh Pengeloa PBJ paling lambat 31 Desember
2020.
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